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ABSTRAK 

ANDRIJULIANTI POPY IBRAHIM. Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare 

(dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Ibu Indah Fitriani Sukri). 

Proses pemilu adalah fondasi demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam 

menentukan pemimpin dan perwakilan mereka. Bawaslu memiliki peran kunci dalam 

memastikan keadilan, transparansi dan keberlanjutan proses pemilu. Lembaga ini 

memiliki kewenangan untuk mengawasi, menegakkan hukum dan menyelesaikan 

pelanggaran yang mungkin terjadi selama  tahapan pemilu. Penelitian ini membahas 

tentang prosedur penanganan kasus pemungutan suara ulang dalam kasus pemilu, 

otoritas badan pengawas pemilihan umum dalam penanganan kasus pemungutan 

suara ulang pemilu 2024 di Kota Parepare dan perspektif siyasah idariyah dalam 

penanganan kasus pelanggaran pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

prosedur penanganan kasus PSU dalam kasus pemilu, mengetahui otoritas bawaslu 

dalam penanganan kasus PSU pemilu 2024 di Kota Parepare ,serta memahami  

perspektif siyasah idariyah dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu.  

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris sebagai pelengkap 

penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer 

yang digunakan berupa hasil wawancara langsung dengan Lembaga Penyelenggara 

Pemilu pada tahun 2024, yaitu Anggota Bawaslu Kota Parepare. Sementara data 

sekunder pada penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh dari kajian 
pelanggaran terkait pelaksanaan PSU pada TPS 002 di Kelurahan Lumpue.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) prosedur penanganan kasus 

pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu melibatkan serangkaian tahapan yang 

ketat dan berjenjang. Proses ini dimulai dengan identifikasi dan pelaporan dugaan 

pelanggaran oleh peserta pemilu, pemantau, atau masyarakat kepada Badan Pengawas 

Pemilu (Bawaslu). Setelah menerima laporan, Bawaslu melakukan investigasi 

mendalam guna memastikan validitas dugaan pelanggaran yang terjadi. Jika bukti 

mencukupi, rekomendasi PSU diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)  

yang kemudian menetapkan dan mengumumkan jadwal PSU secara resmi. 2) dalam 

penanganan pelanggaran pemilu di Kota Parepare, Bawaslu memiliki kewenangan 

untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Apabila ditemukan laporan suatu 

pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu maka bawaslu mengidentifikasi 

dan meneruskan pelanggaran tersebut ke pihak yang lebih berwenang agar dapat 

diberikan suatu keputusan.. 3) Langkah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang 

berdasarkan keputusan ketua KPU Kota Parepare dengan menggunakan prinsip-

prinsip siyasah idariyah yang menekankan pada keadilan ,transparansi dan efisiensi 

sehingga dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki proses demokrasi dan 

memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai sesuai prinsip islam. 

Kata Kunci: Bawaslu, Pemungutan Suara Ulang, Pemilu 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Transliterasi  

a. Konsonan 

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, 

dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba b be ب

 Ta t te ث

 Tha th te dan ha ث

 Jim J je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal d de د



 

 

 

 Dhal dh de dan ha ذ

 Ra r er ر

 Zai z zet ز

 Sin s es س

 Syin sy es dan ye ش

 Shad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ̒ ain̒ ع
koma terbalik ke 

atas 

 Gain g ge غ

 Fa f ef ف

 Qaf q qi ق



 

 

 

 Kaf k ka ك

 Lam l el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h Ha ه

 Hamzah ̕ apostrof ء

 Ya y ye ي

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika 

terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ̕ ). 

b. Vokal 

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harakat,transliterasi sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ا

 Kasrah i i ا

 Dammah u u ا



 

 

 

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يْ۔َ  fathah dan ya ai a dan i 

وْ۔َ  fathah dan wau au a dan u 

Contoh : 

 kaifa :كيَفَْ

 ḥaula :حَولَْ

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat 

dan Huruf 

Nama 

Huruf 

dan Tanda 

Nama 

ى۔َ ا / ۔َ  

fathah dan alif atau 

ya 

ā a dan garis di atas 

ي٘ـِ   kasrah dan ya ī i dan garis di atas 

 dammah dan wau ū u dan garis di atas ـوُ٘ 



 

 

 

Contoh : 

 māta : مَاتَ 

 ramā : رَ مَی

 qīla : قيِلَْ

 yamūtu : يمَُوْتُ

d. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua: 

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h). 

Contoh : 

ضَةُ الخَنِّةَِرَوْ   : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah 

ل٘فَاضاَِةِال٘مدَِيْنةُ اَ   : al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah 

 al-hikmah :  الَ٘حِكْمةَ

e. Syaddah (Tasydid) 



 

 

 

 Syaddah atau tasydid dan dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ّ ــ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh : 

 Rabbanā :  رَبَِّناَ

 Najjainā:  نخََِّيْنَا

 al-haqq :  الَ٘حَقُِّ

 al-hajj :  الَ٘حَخُِّ

 nuʻʻima :   نعُِّمََ

 ʻaduwwun :  عَدُوٌِّ

Jika huruf ىbertasydid diakhiri setelah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah ( ِي ّّ۔۔  ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah(i). contoh: 

 ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) :  عرََبيٌِِّ

 ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly) :   علَيٌِِّ

f. Kata Sandang 

 Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti huruf syamsiah maupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 



 

 

 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 

dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh : 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشمَسُْ

لةَُزَ ل٘زَّ لاَ   : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

لفلَس٘فَةَُا  : al-falsafah 

لب٘لآِدُا  : al-bilādu 

g. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ̕), hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah 

terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh:  

نَ تأَمرُوُْ            : ta’murūna 

وْءُ النَِّ   : al-nau’ 

ءٌ شيَْ   : syai’un 

مرِتُْٲ  : Umirtu 

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibukukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pendaharaan 



 

 

 

Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak 

lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar 

Qur’an), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab,maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. 

Contoh:  

Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

i. Lafz al-Jalalah )ّّالل ھ( 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

 billah بِاللِّهِ  Dīnullah ديِنْاُللِّهِ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

لل ھِهُمفِْيرحَمْةَِا   Hum fī rahmatillāh 

j. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman 

ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya 



 

 

 

digunakan untuk  menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,bulan) 

dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 

menggunakanhuruf kapital (Al-). Contoh : 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī  bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika  nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir 

itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 

referensi. contoh : 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd,Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd 

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū) 

2. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 



 

 

 

Swt.  =   subḥānahū wa ta‘āla 

 Saw.  =   ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

 a.s.  =   ‘alaihi al- sallām 

 H  =   Hijriah 

 M  =   Masehi 

 SM  =   Sebelum Masehi 

l.   =   Lahir tahun 

w.   =   Wafat tahun 

QS .../...4 =   QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 

HR  =   Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة = ص

 بدون مكان = دو

 صلىالله عليه وسلم = صهعى

 طبعة = ط

 بدونناشر = دن

 إلىآخرها/إلىآخره = الخ



 

 

 

 جزء = خ

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam 

bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, 

maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

Et al.:  “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.  

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya. 

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya 

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya. 

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla 

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 yang di implementasikan dalam UUD No.7 Tahun 2017. Terutama dalam Pasal 

1 ayat (2) menyatakan kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

UUD, diartikan bahwa salah satu syarat kedaulatan rakyat ialah Pemilu. Kemudian, 

Pasal 7 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 

tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 

satu kali masa jabatan, berarti pemilihan dilakukan 5 tahun sekali.
1

 Pemilu 

merupakan acara rutin pemerintah Indonesia dan dijadwalkan pada waktu tertentu. 

Ada hubungan erat antara pemilihan umum dan pemerintahan yang demokratis. Hal 

ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Setiap warga negara Indonesia mempunyai 

hak untuk memilih dan dipilih. Semakin baik pemilu, semakin baik pula 

demokrasinya. Sebaliknya jika pemilihan dilakukan tanpa tindakan pencegahan, 

demokrasi tidak akan berfungsi dengan baik. Pemilihan umum merupakan sarana 

perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang langsung,umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil atau disingkat luberjurdil.
2
  

Pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana bagi rakyat untuk menyalurkan 

kedaulatan mereka, tetapi juga menjadi ajang evaluasi bagi partai politik dalam 
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2
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menjalankan fungsi dan perannya. Dalam proses ini, persaingan untuk meraih 

kemenangan tentu tidak dapat dihindari. Namun, dengan sistempemilu yang 

melibatkan banyak peserta, baik individu maupun partai politik, risiko terjadinya 

pelanggaran juga semakin tinggi. Setiap peserta pemilu tentu memiliki ambisi untuk 

menang, sehingga potensi pelanggaran dapat muncul dalam berbagai bentuk. Oleh 

karena itu diperlukan lembaga yang memiliki legitimasi hukum untuk memastikan 

bahwa pemilu berlangsung secara adil, transparan dan sesuai dengan aturan yang 

berlaku. Hal ini penting guna menjaga integritas demokrasi serta kepercayaan publik 

terhadap proses pemilu. 
3
 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) dibentuk 

untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani 

kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan 

tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-

Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Istilah Pengawasan Pemilu 

muncul tahun 1980-an dan dilaksanakan di Indonesia pada 1955 namun belum 

dikenal dengan istilah pengawasan pemilu namun disebut sebagai Konstituante. 

Sebelumnya, tugas pengawasan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 

(KPU).  

Dengan adanya peraturan perundang-undangan terbaru  mengenai 

penyelenggaraan pemilu, kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu 

mengalami penguatan yang signifikan. Salah satu perubahan utama adalah bahwa 

temuan Bawaslu tidak lagi hanya bersifat rekomendasi tetapi telah menjadi putusan 

yang harus dilaksanakan. Kini, Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutus 
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pelanggaran administrasi pemilu, sehingga perannya dalam menjaga integritas pemilu 

semakin kuat. Selain itu, Bawaslu juga diberikan mandat dasar untuk  melakukan 

pencegahan serta penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu. Dengan 

penguatan ini diharapkan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya lebih efektif dalam 

memastikan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Berdasarkan ketentuan pasal 93 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu 

yaitu pada huruf d mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, pada 

poin 10 menjelaskan bahwa Bawaslu berhak melakukan pelaksanaan perhitungan dan 

pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan.
4
 

Saat ini perundang-undangan untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 

Februari 2024 menggunakan Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Meskipun berbagai 

perubahan dan penyempurnaan kerangka dan pedoman telah dilakukan disetiap 

periode, terutama dari tahun 1999 hingga pemilu terakhir di tahun 2019, masih 

banyak persoalan hukum yang harus dicermati. Masalah ini berkaitan dengan desain 

sistem penegakan hukum pemilu dan metode yang digunakan untuk menegakkannya, 

khususnya dalam kasus Pemungutan Suara Ulang.
5
 Pemungutan Suara Ulang (PSU) 

adalah proses pemungutan suara ulang yang dilakukan kembali di Tempat 

Pemungutan Suara tertentu karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang terjadi 

saat pemungutan suara sebelumnya seperti pelanggaran prosedural, anggota 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan kesempatan kepada 
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pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya yang tidak terdaftar dalam 

Daftar Pemilih Tetap atau kepada orang yang sudah memilih di tempat lain, 

pelanggaran administratif seperti data pemilih tidak akurat karena ada pemilih yang 

teraftar dilebih dari satu tempat pemungutan suara atau ada pemilih yang tidak 

terdaftar sama sekali dalam DPT.
6
  

Penyebab utama pemungutan suara ulang adalah rekomendasi Panwascam 

merujuk dari pasal 372 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 65 

ayat 2, yang intinya adalah pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil 

pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih tidak memiliki KTP-El 

dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
7
 Seperti yang terjadi di Kecamatan Bacukiki 

Barat Kota Parepare dikarenakan KPPS memberi surat suara kepada pemilih yang 

tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb kemudian menggunakan KTP Elektroniknya di 

luar Kota Parepare tetapi mendapatkan surat suara untuk menggunakan hak pilihnya 

di TPS yang mengakibatkan perlu dilakukan pemungutan suara ulang. 

Pada saat pemungutan suara tanggal 17 Februari 2024 di tempat pemungutan 

suara (TPS) terdapat warga yang memiliki kartu tanda penduduk seharusnya yang 

bersangkutan terdaftar di DPTB (daftar pemilih tambahan) tidak menunjukkan 

formulir model A atau surat pindah memilih tetapi telah menggunakan hak pilihnya 

di TPS 002 Kelurahan Lumpue Kecamatan  Bacukiki Barat pada Pemilihan Umum 
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Tahun 2024 yang oleh KPPS didaftarkan sebagai DPK (daftar pemilih khusus) karena 

keputusan bersama yang dilakukan oleh KPPS, PTPS serta saksi. 

Berdasarkan fakta yang ada pada observasi awal, yang dilakukan oleh peneliti 

melalui wawancara dengan salah satu staff  hukum Badan Pengawas Pemilu di kota 

Parepare  menyatakan bahwa di Kota Parepare pada pemilu tahun 2019 dilakukan 

pemungutan suara ulang di 5 TPS yakni Kelurahan Tiro Sompe, Kelurahan Ujung 

Sabbang, Kelurahan Lapadde dan Kelurahan Bukit Indah, kemudian pemilu Tahun 

2024 bulan Februari kemarin terdapat temuan dengan kasus yang sama dimana 

pemilih ber-KTP diluar Parepare yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan 

daftar pemilih tambahan tetapi hanya 1 TPS saja yakni Kelurahan Lumpue. 

Berdasarkan perspektif Fiqh Siyasah, kewenangan dan peran pengawasan 

dalam pemilihan umum dibahas dalam siyasah idariyah yang mencakup pemenuhan 

urusan rakyat, termasuk Ri’ayatus Syu’un yakni tanggung jawab penuh seorang 

pemimpin (Khalifah) dalam mengatur administrasi pemerintahan. Khalifah memiliki 

hak untuk menetapkan sistem administrasi (Uslub Idari) yang dianggap efektif dan 

memerintahkan penerapannya demi kemaslahatan umat. Dalam konteks pengawasan 

pemilu, islam memiliki konsep khusus yang dikenal sebagai Wilayah al-Hisbah. 

Hisbah secara umum berarti pengawasan yang dilakukan berdasarkan prinsip 

perhitungan dan pertimbangan yang matang, demi menegakkan keadilan dan 

mencegah pelanggaran. Dalam sejarah islam, Hisbah dijalankan oleh seorang 

muhtasib yang bertugas mengawasi ketertiban sosial, termasuk dalamaspek 

administratif dan hukum. Salah satu prinsip utama dalam administrasi yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah kesederhanaan dan kemudahan dalam 

menangani masalah-masalah. Oleh karena itu, dalam Siyasah Idariyah sistem 



 

 

 

pengawasan pemilu harus dirancang agar bersifat efisien, mudah diakses, dan tidak 

membebani masyarakat. Pengawasan ini harus tetap berlandaskan pada hukum syara’, 

memastikan kejujuran, transparansi, serta mencegah segala bentuk kecurangan dan 

ketidakadilan dalam proses pemilihan umum.
8
 

Salah satu fungsi utama Bawaslu adalah mengidentifikasi dan 

mendokumentasi pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Pelanggaran bisa 

berupa kecurangan, manipulasi suara, dan pelanggaran lainnya. Ketika Bawaslu 

menemukan temuan pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara 

di TPS maka Bawaslu memiliki wewenang untuk merekomendasikan PSU agar 

ditindaklanjuti. Sehingga sangat menarik untuk mengkaji lebih dalam terkait 

“Otoritas Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Kasus 

Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 di Kota Parepare”. Agar bisa menjadi 

evaluasi untuk pemilu pada tahun yang akan datang.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada latar belakang, maka 

terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Prosedur Penanganan Kasus pemungutan suara ulang dalam 

Kasus Pemilu ?  

2. Bagaimana Otoritas Bawaslu dalam Penanganan  kasus pemungutan suara 

ulang  Pemilu 2024 di Kota Parepare? 

3. Bagaimana Perspektif Siyasah Idariyah dalam Penanganan Kasus 

Pelanggaran Pemilu ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana Prosedur Penanganan Kasus PSU dalam 

Kasus Pemilu. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Otoritas Bawaslu dalam Penaganan Kasus PSU 

Pemilu 2024 di Kota Parepare 

3. Untuk memahami Bagaimana Perspektif Siyasah Idariyah dalam Penanganan 

Kasus Pelanggaran Pemilu 

D.  Kegunaan Penelitian 

         Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis 

dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai referensi atau tinjauan pustaka untuk melengkapi informasi bagi 

penelitian lain guna mengatasi permasalahan yang berkaitan atau serupa 

dengan penelitian ini. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca yang tertarik dengan Otoritas Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang  

Pemilu 2024 di Kota Parepare. Semoga penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagi penelitian serupa untuk penelitian yang lebih mendalam. 

2. Kegunaan Praktis 

a.  Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembang 

ilmu pengetahuan dengan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan 

sumber referensi dalam penelitian. 



 

 

 

b. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

bacaan yang berguna bagi mereka yang ingin mengumpulkan inform
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Penulis mengangkat beberapa permasalahan penelitian sebagai acuan untuk 

memperkaya materi pembelajaran dalam penelitian penulis. Di bawah ini beberapa 

penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dian Ramdhani Hardin, Jurusan Hukum 

Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri 

Parepare dengan judul “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam 

Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam 

Penanganan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana sesuai 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PerBawaslu 

Nomor 7 Tahun 2018 sesuai dengan yang telah di amanatkan. Adapun persamaan 

penelitian penulis dengan penelitian calon peneliti adalah tempat meneliti sama-sama 

di Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Dian Ramdhani Hardin menggunakan 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif sedangkan calon peneliti 

menggunakan penelitian yuridis empiris.
9
 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Revy Tama Putra Holik, dari 

Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum 

Universitas Jambi dengan judul “Peran Bawaslu Dalam Menangani Pemilihan Suara 
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Ulang (PSU) Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Muaro Jambi”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Muaro Jambi dilakukan karena 

adanya pelanggaran administrative, dimana PSU ini dilakukan di 59 TPS dan berjalan 

dengn lancar. Adapun persamaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah sama-

sama membahas tentang PSU sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian 

peneliti dengan calon peneliti yaitu peneliti Revy berfokus pada permasalahan peran 

dan upaya dalam menangani PSU pada Pilkada 2020 di Kabupaten Muaro Jambi 

sedangkan calon peneliti fokusnya pada Eksistensi Badan Pengawas Pemilu dalam 

Kasus PSU Pemilu 2024 di Kota Parepare. 
10

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Endah Maharani, Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah 

Mataram, dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 

2019”. Hasil penelitian menunjukkan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilu tahun 2019 dilihat 

dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan 

pelanggaran administrasi. Adapun persamaan dari penulis dengan penelitin ini adalah 

sama-sama mengkaji tentang pemilu, perbedaannya penelitian penulis lebih berfokus 

pada pemungutan suara ulang pemilu 2024. Sedangkan Endah tentang menangani 

pelanggaran administrasi pada pemilu 2019.
11
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Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Wiwin dan Muhammad Andri Alvian 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare dengan judul Eksistensi 

Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan 

Suara Secara Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu tetap memiliki 

kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara 

secara nasional. Persamaan dari penulis adalah sama-sama membahas tentang 

eksistensi bawaslu, dan perbedaannya adalah penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan menganalisis berbagai referensi khususnya konsep negara 

hukum yang berkaitan dengan teori Hak Asasi Manusia, sedangkan peneliti 

menggunakan jenis penelitian yuridis empiris untuk menyajikan data secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
12

 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Negara Hukum dan Demokrasi 

Negara hukum dan demokrasi memiliki kaitan erat dalam terwujudnya 

pemerintahan yang adil dan sejahtera. Bagi negara yang menganut supremasi 

hukum, sudah sepatutnya segala bentuk perjalanan pemerintahan harus senantiasa 

berdasar serta berlandaskan pada hukum,
13

 Maka dalam suatu negara dimana hukum 

menjadi dasar dan pengatur segala tindakan, baik itu bagi rakyat maupun bagi 

pemerintah. Pemikiran negara hukum dikemukakan oleh beberapa ahli: 

a. Menurut A. Hamid S Attamimi yang mengutip pendapat Burkens dkk 

menjelaskan arti rechtstaat yang berasal dari bahasa Jerman dan dalam bahasa 
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Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang,” JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara 1, no. 2 

(2022): hal115 



11 
 

 
 

Inggris diterjemahkan dengan a state governed by law. Secara sederhana dapat 

dimaknakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara 

dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di 

bawah kekuasaan hukum. 
14

 

b.Menurut Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, negara hukum adalah negara yang di 

dalamnya hukum menjadi sumber segala kekuasaan, hukum mengikat semua 

pihak tanpa kecuali dan hukum sebagai pengatur kehidupan masyarakat.
15

 

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat memiliki kedaulatan dan 

kekuasaan untuk menentukan arah negara. Dengan demikian, rakyat menjadi 

pemegang kekuasaan tertinggi di negara bersangkutan. Ciri-ciri demokrasi yaitu 

kedaulatan rakyat dimana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan 

menentukan kebijakan publik, kemudian pemilu yang bebas dan adil; akuntabilitas 

adalah pejabat pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan 

mereka; partisipasi politik dan kebebasan sipil. Adapun demokrasi menurut para ahli 

yaitu; 

a. Demokrasi menurut Montesque, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan 

oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, 

yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat 

undang-undang, kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan 

undang-undang, dan ketiga yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili 

pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara 

indenpenden tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.
16

 

                                                             
          

14
 Dimas Rijalul Ahmad, “Negara hukum demokrasi,” 2021 

             
15

 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1, 2006. 

      
16

 Materi Kuliah Kewarganegaraan, “Materi Kuliah Kewarganegaraan,” 2017. 



12 
 

 
 

b.Demokrasi menurut Hans Kelsen adalah suatu pemerintahan yang diadakan dan 

dilaksanakan dari rakyat dan untuk rakyat, serta mengenai pelaksanaan kekuasaan 

negaranya adalah wakil dari rakyat yang sudah dipilih oleh rakyat setelah adanya 

keyakinan terhadap aturan yang telah ditetapkan berhubungan dengan penerapan 

dari kekuasaan negara.
17

 

Dalam teori negara hukum demokrasi, demokrasi diartikan sebagai sistem 

pemerintahan di mana warga negara memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan 

kekuasaan dalam menjalankan kehidupan bernegara. Demokrasi memberikan 

kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kekuasaan negara, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, partisipasi ini mencerminkan prinsip kedaulatan 

rakyat,di mana warga negara tidak hanyamemiliki hak dalamproses pengambilan 

keputusan politik, tetapi juga turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. 

Dengan demikian, demokrasi menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari 

rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan mereka sesuai dengan prinsip 

keadilan, transparansi dan supremasi hukum . Terdapat hubungan yang erat antara 

hukum yang berlandaskan konstitusi dengan kedaulatan rakyat. Korelasi ini tercermin 

dalamkonsep demokrasi konstitusional, di mana prinsip demokrasi berjalan seiring 

dengan supremasi hukum. Dalam sistem ini, partisipasi rakyat menjadi elemen 

fundamental, karena demokrasi sejati tidak hanya sekedar prosedural tetapi 

mencerminkan kehendak rakyat yang diatur dalam koridor hukum. Negara hukum 

memerlukan sistem demokrasi sebagai pilar penegaknya. Tanpa demokrasi, hukum 

bisa kehilangan esensi karena tidak merepresentasikan kepentingan rakyat. 

Sebaliknya, demokrasi tanpa aturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah 
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berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena 

itu, keseimbangan antara hukum dan demokrasi harus dijaga agar negara dapat 

berfungsi secara efektif dalam menjamin keadilan, kebebasan dan kesejahteraan bagi 

rakyatnya. Prinsip negara hukum: 

a.  Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus 

memiliki dasar hukum yang jelas dalam undang-undang sebagai peraturan 

hukum. Undang-undang tersebut harus menjamin perlindungan bagi warga 

negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sehingga hak-hak 

individu tetap terjaga dalam kerangka hukum yang adil. Dalam pelaksanaannya 

setiap kewenangan yang harus dijalankan oleh organ pemerintah harus 

berlandaskan pada undang-undang formal. Hal ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa setiap tindakan pemerintah memiliki legitimasi hukum, serta mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak warga negara. 

Dengan demikian, keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan 

perlindungan hak asasi warga negara dapat tetap terjaga sesuai prinsip negara 

hukum. 

b. Perlindungan hak-hak asasi 

c. Pemerintah terikat hukum 

d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Pemerintah 

memiliki monopoli atas penggunaan paksaan guna menjamin penegakan hukum 

dalam suatu negara. Hukum harus memiliki daya keberlakuan yang nyata, 

sehingga ketika terjadi pelanggaran, negara wajib memastikan adanya 

mekanisme yang efektif untuk menegakkannya. Untuk itu, pemerintah harus 

menyediakan instrumen yuridis yang memadai dalam masyarakat, seperti 
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lembaga peradilan, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Melalui sistem 

peradilan negara, pemerintah berwenang untuk memaksakan kepatuhan terhadap 

hukum, baik melalui sanksi administratif, perdata maupun pidana. Pada 

prinsipnya, penegakan hukum publik merupakan tugas utama pemerintah dalam 

menjaga ketertiban dan keadilan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas 

dan berkeadilan, tatanan sosial akan rentan terhadap kekacauan serta 

kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah dapat melemah. Oleh 

karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap warga negara tunduk pada 

hukum yang berlaku, sekaligus melindungi hak-hak mereka dalam proses hukum 

yang adil.  

e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superiotas hukum tidak akan terwujud 

jika aturan hukum hanya dijalankanoleh organpemerintah tanpa adanya 

mekanismepengawasan yang independen. Oleh karena itu dalam setiap negara 

hukum,diperlukan peran hakim yang merdeka sebagai pengawas terhadap 

pelaksanaan hukum dan kekuasaan pemerintah. Kemandirian hakim memastikan 

bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan, tanpa 

intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif. Dengan adanya pengawasan oleh 

lembaga peradilan yang independen, supremasi hukum dapat ditegakkan serta 

hak-hak warga negara terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan 

kewenangan oleh pemerintah.hal ini menjadi salah satu pilar utama dalam 

menjamin keseimbangan kekuasaan dan keadilan dalam suatu negara hukum.
18
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2. Teori Hukum Pemilu 

Menurut Manuel Kaisiepeo dalam Bintar R.Saragih menjelaskan bahwa 

pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, 

karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut. 

Syamsuddin Haris menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana : 

a. Legitimasi politik, dalam arti melalui pemilihan umum keabsahan pemerintahan 

yang berkuasa dapat ditegakkan 

b. Fungsi perwakilan politik dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat 

menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif 

maupun eksekutif. 

c. Pergantian atau sirkulasi elit penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai 

keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang 

bertugas dan diwakili masyarakat. 

d. Sarana pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan 

pendidikan politik secara langsung dan tebruka kepada masyarakat sehingga 

diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang 

demokratis.
19

 

Hukum pemilu merupakan bagian dari sistem hukum nasional, dengan 

demikian pancasila harus diposisikan sebagai sumber dari segala sumber hukum 

negara (Pasal 2 UU Nomor 12/2011) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 harus menjadi hukum dasar dalam Peraturan Perundang-

undangan(Pasal 3 (1) UU 12/2011). Menurut UU 12/2011, Pembentukan Peraturan 

                                                             
19
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Perundang-undangan yang baik harus berpedoman pada asas-asas berikut ini ; (1) 

kejelasan tujuan (2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (3)kesesuaian 

antara jenis, hierarki dan materi muatan (4) dapat dilaksanakan (5) kedayagunaan dan 

kehasilgunaan (6) kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain asas pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan, UU 12/2011 juga menyebutkan asas materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas materi muatan Peraturan 

Perundang-undangan. Ada 10 asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan 

dalam UU 12/2011, yaitu : pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, 

kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum 

dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian dan 

keselarasan. Pasal 7 (1) UU 12/2011 menjelaskan jenis dan hierarki Peraturan 

Perundang-undangan terdiri atas : a) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c)Undang-

Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; 

e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota.
20

 

Penyelenggaraan pemilihan umum di setiap negara umumnya didasarkan pada 

peraturan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia, pemilu 

sebagian besar berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang memiliki 

kekuatan hukum mengikat dan disusun oleh pejabat atau lembaga berwenang. Dalam 

hierarki hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum 

tertinggi, sehingga seluruh proses pemerintahan, termasuk pemilu harus berpijak pada 

prinsip dan aturan yang tercantum di dalamnya. Sebagai bentuk implementasi 
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demokrasi, pemilu berfungsi sebagai sarana seleksi bagi calon wakil rakyat dan 

pemimpin yang memiliki kapasitas serta kapabilitas untuk mewakili kepentingan 

masyarakat. Selain itu, pemilu juga memiliki korelasi erat dengan prinsip negara 

hukum, karena melalui mekanismeini rakyat dapat memilih para legislator yang 

berwenang dalam pembuatan regulasi serta pengawasan jalannya pemerintahan. 

Keberadaan pemilu menjadi wujud nyata dari kedaulatan rakyat,di mana hak-hak 

politik warga negara dapat tersalurkan dengan adil dan setara. Hal ini sekaligus 

menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi,setiap individu memiliki hak yang sama 

di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemilu 

bukan sekedar prosedur politik tetapi juga instrumen penting dalam menjamin hak 

asasi serta memperkuat prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam suatu negara. 
21

  

3. Teori Siyasah Idariyah  

Kata Idariyah berasal dari Bahasa Arab yaitu masdar  dari kata adara asy-

syay’ayudiru idariyah  yang berart mengatur atau menjalankan sesuatu. Secara 

terminologi, Idariyah memiliki banyak definisi dari para pakar dan dalam konteks 

Siyasah Idariyah istilah ini sering dikaitkan dengan hukum administrasi (al-

ahkariyah). Siyasah Idariyah merupakan cabang dari Siyasah Syar’iyah yang 

berfokus pada aspek administrasi pemerintahan dalam islam. Pada masa Nabi 

Muhammad SAW, administrasi negara ditangani langsung oleh beliau sebagai kepala 

pemerintahan dan negara. Salah satu contoh implementasinya adalah pengangkatan 

Zaib ibn Tsabit sebagai sekretaris negara yang bertugas mencatat berbagai urusan 

ketatanegaraan. Dalam konteks modern, Siyasah Idariyah  berkaitan dengan konsep 
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pemerintahan yang baik (good governance) yang mencakup kewenangan, struktur 

pemerintahan serta badan-badan publik yang menjalankan fungsi administrasi negara. 

Kajian dalam bidang ini juga melibatkan sumber hukum islam seperti Al-Qur’an, 

Hadis, ijmadan qiyas serta prinsip-prinsip lain yang relevan dalam pembentukan 

sistem administrasi negara yang efektif dan berkeadilan.
22

 

Siyasah Idariyah yang artinya administrasi negara dalam islam,jika 

dikonversikan ke dalam sistem hukum Indonesia dapat dipahami sebagai seluruh 

proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dalam suatu usaha 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara dalam konteks ini 

mencakup segala aspek tata kelola pemerintahan termasuk penyelenggaraan 

kebijakan publik, pelaksanaan regulasi dan pengelolaan sumber daya negara. Dalam 

syariat islam, administrasi negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi lima 

aspek utama kehidupan manusia yaitu harta (maal), agama (din), jiwa (nafs), 

keturunan (nasl) dan kehormatan (ird). Perlindungan ini dilakukan melalui sistem 

pendataan yang baik serta kebijakan administratif yang bertujuan untuk mencapai 

keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pembuatan peraturan perundang-undangan 

dalam suatu negara bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan serta memenuhi 

kebutuhan manusia secara komprehensif. Dalam Siyasah Idariyah, prinsip-prinsip 

administrasi pemerintahan dirancang untuk memastikan pengelolaan negara yang 

efektif, efisien dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh penguasa. Oleh karena 

itu, ilmu Siyasah Idariyah tidak hanya membahas teknis administrasi pemerintahan 

tetapi juga mencakup prinsip-prinsip pengaturan yang digunakan oleh penguasa 
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dalam menjalankan yang digunakan oleh penguasa dalam menjalankan roda 

pemerintahan guna mencapai kesejahteraan rakyat. 
23

 

Dalam perspektif syara’,siyasah diartikan tindakan mengatur, mengurus, 

memerintah, memimpin serta merancang kebijakan pemerintahan dan politik. Secara 

terminologis, siyasah merujuk pada konsep pengelolaan suatu urusan dengan tujuan 

utama mencapai kemaslahatan. Menurut Ibn Taghri Birdi,istilah siyasah  berasal dari 

perpaduan tiga bahasa, yakni Persia, Turki dan Mongol. Dalam bahasa Persia, 

partikel si berarti aturan sedangkan dalam bahasa Turki dan Mongol, yasa  bermakna 

larangan. Oleh karena itu, siyasah juga dapat dimaknai sebagai hukum atau aturan 

yang mengandung aspek perintah dan larangan dalam penyelenggaraan pemerintah. 

Dalam praktiknya, konsep siyasah dalamislam bertujuan untuk menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, dengan memastikan 

bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan 

umum. Hal ini menunjukkan bahwa siyasah bukan sekedar aktivitas politik, tetapi 

juga mencerminkan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan 

etika dan hukum.
24

 

Secara umum, ruang lingkup bermakna batasan banyaknya subjek yang 

mencakup dalam suatu permasalahan. Pada abad modern, siyasah al-idariyah 

merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai pemerintahan yang baik. 

Kajian dari siyasah al-idariyah ini adalah terkait dengan pemerintahan yang 
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mencakup tentang kewenangan,organ-organ, dan  badan pemerintahan. Dalam fiqh 

siyasah idariyah, sumber-sumber siyasah al-idariyah dibagi dalam 2 kategori, yaitu: 

1) Sumber hukum vertikal, yakni Al-Qur’an dan hadist 

2) Sumber hukum horizontal, yaitu sumber hukum yang berasal dari manusia 

dan lingkungannya seperti pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, 

sumber sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat oleh penguasa, 

serta pengalaman dan hukum adat.
25

 

Memasuki urusan rakyat termasuk kegiatan r’ayatus syu’un sedangkan ri’ayatus 

syu’un adalah semaya-mata wewenang khalifah. Seorang khalifah memiliki 

wewenang untuk menetapkan dan mengadopsi sistem administrasi yang dianggapnya 

sesuai, lalu memerintahkan agar sistem tersebut diterapkan oleh rakyat. Dalam 

kapasitasnya sebagai pemimpin, khalifah berhak menyusun perundang-undangan dan 

sistem administrasi negara serta mewajibkan masyarakat untuk mematuhinya. 

Keputusan yang diambil oleh khalifah dalam aspek administrasi menjadi aturan yang 

mengikat, karena kepatuhan terhadapnya merupakan bagian dari kewajiban menaati 

pemimpin, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara’ . Penetapan hukum 

administrasi oleh khalifah merupakan bentuk pelaksanaan tugas utamanya, 

yaituri’ayatun syu’un mengatur dan mengurus urusan rakyat. Oleh karena itu, setiap 

ketetapan yang dibuatnya dalam bidang administrasi wajib diikuti oleh rakyat, karena 

termasuk dalam prinsip ketaatan kepada pemimpin dalam islam. Dalam praktiknya, 

kegiatan administrasi negara dapat dilihat dari fakta bahwa ada urusan yang ditangani 

langsung oleh khalifah, sementara ada pula yang dijalankan oleh para pembantunya. 

Administrasi ini mencakup penerapan hukum syara’  serta pengelolaan berbagai 
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urusan rakyat yang membutuhkan cara dan sarana tertentu. Oleh karena itu, khalifah 

harus memiliki aparat khusus yang bertanggung jawab dalam menangani berbagai 

aspek pemerintahan dan kepentingan rakyat. Selain itu, terdapat urusan publik yang 

membutuhkan instansi atau lembaga khusus untuk memastikan kebutuhan rakyat 

terpenuhi secara efisien. Pembentukan institusi ini bukan hanya kebutuhan 

administratif tetapi juga kewajiban dalam rangka menjalankan amanah 

kepemimpinan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat .
26

 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual (conceptual review) adalah proses mengevaluasi dan 

menyusun ulang konsep-konsep yang terkait dengan topik tertentu Ini melibatkan 

analisis mendalam tentang konsep-konsep yang terkait, teori-teori yang relevan, dan 

hubungan antara mereka. 

1. Otoritas 

Istilah Otoritas sering digunakan secara bergantian dengan istilah wewenang 

namun Max Weber lebih sering menggunakan istilah otoritas dari pada istilah 

kekuasaan. Otoritas merupakan keabsahan yang selalu berkaitan dengan hukum, di 

mana suatu otoritas dianggap sah apabila diterima oleh para pengikutnya sebagai 

sesuatu yang  mengikat. Dengan demikian, otoritas menuntut adanya ketaatan dari 

mereka yang berada dalam lingkup kekuasaannya. Otoritas yang bertahan lama 

adalah otoritas yang sah karena didasarkan pada legitimasi yang diakui oleh 

masyarakat atau pihak yang dipimpinnya. Sebagai pemegang kekuasaan yang sah, 

otoritas memiliki hak untuk menuntut ketaatan serta memberikan perintah yang harus 
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dipatuhi. Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan keabsahannya,otoritas juga harus 

menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.
27

   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,otoritas adalah kekuasaan yang sah 

yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para 

pejabatnya menjalankan fungsinya, hak untuk bertindak, hak membuat peraturan 

untuk memerintah oranglain.
28

   

2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 

 Bawaslu adalah sebuah lembaga negara non pemerintahyang bertugas 

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di seluruh Indonesia. 

Bawaslu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu 

selaku lembaga penyelenggaraan pemilu yang memiliki peran bertugas mengawasi 

dimana salah satunya yakni melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Bawaslu 

memiliki kewenangan diantaranya: 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berakitan dengan dugaan adanya 

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pemilu; 

b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu; 

c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang; 

d. Menerima, memeriksa, memediasi dan memutus penyelesaian sengketa proses 

pemilu; 
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e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil 

pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia; 

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu provinsi 

dan kabupaten/kota secara berjenjang jika bawaslu provinsi dan bawaslu 

kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenal sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. Meminta bahan keterangan yang di butuhkan kepada pihak terkait dalam 

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelnggaran 

kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu; 

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan kabupaten 

apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

i. Membentuk bawaslu provinsi, kabupaten dan panwaslu LN 

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota bawaslu provinsi, 

anggota bawaslu kabupaten dan anggota panwaslu LN; 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan 

laporan yang mengindikasikan dugaan pelanggaran pemilu kepada pihak berwenang. 

Oleh karena itu, koordinasi denganlembaga penegak hukumseperti kepolisian dan 

kejaksaan menjadi aspek penting agar setiap laporan atau temuan dapat 

ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewajiban 
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untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya,membina serta 

mengawasi kinerja pengawas pemilu di tingkat bawah serta menerima dan 

menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

pemilu. Dengan menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara profesional, 

Bawaslu berperan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu. 

Dengan menjalankan fungsi ini secara optimal, Bawaslu berperan dalam menjaga 

integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.
29

 

3. Pemungutan Suara Ulang 

 Pemungutan suara ulang adalah proses di mana suatu pemilihan umum atau 

pemungutan suara diulang setelah terjadi kegagalan, kontroversi, atau ketidakpastian 

yang mempengaruhi hasil pemilihan sebelumnya
30

. Prosedur ini biasanya dilakukan 

untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam pemilihan sebelumnya, atau 

untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang muncul terkait dengan 

hasilnya.
31

 Alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang bisa bermacam-macam, 

termasuk: 

1) Pelanggaran Hukum: Terjadi kecurangan, intimidasi pemilih, atau pelanggaran 

hukum lainnya yang memengaruhi integritas proses pemungutan suara. 

2) Ketidakpastian Hasil: Hasil pemungutan suara sebelumnya dipertanyakan karena 

adanya kesalahan penghitungan atau ketidaksesuaian data. 
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3) Sengketa atau Perselisihan: Salah satu atau beberapa pihak yang terlibat dalam 

pemilihan menimbulkan sengketa atau perselisihan hukum terkait dengan 

hasilnya. 

Pemungutan suara ulang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil 

pemilihan akhirnya mencerminkan keinginan sebenarnya dari pemilih dan untuk 

memperbaiki ketidakpastian atau ketidakadilan yang terjadi dalam pemilihan 

sebelumnya. Proses ini harus diatur dengan cermat dan dilakukan sesuai dengan 

prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan integritas dan keadilan. 

Disebutkan dalam Pasal 372 penjelasan mengenai pemungutan suara 

ulang, sebagai berikut : 

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam 

dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak 

dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan 

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan 

pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: 

a)pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan 

suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan 

peraturan perundang-undangan; b)petugas KPPS meminta pemilih 

memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau 

alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c)petugas KPPS merusak 

lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga 

surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau; d)pemilih yang tidak 

memiliki kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar di daftar 

pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. 
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Kemudian pada Pasal 373 dijelaskan bahwa: 

(1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan 

yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang; 

(2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU 

Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan 

suara ulang; 

(3) Pemungutan suara ulang diTPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari 

pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota; 

(4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 

dilakukan untuk  satu kali pemungutan suara ulang  

Adapun tujuan pemungutan suara ulang meliputi beberapa aspek penting dalam 

menjaga keadilan dan integritas proses demokrasi ; pertama, memastikan keadilan. 

PSU bertujuan untuk menjaga keutuhan proses demokrasi dan memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemilu, kesalahan atau kekurangan dalam pemilu 

sebelumnya harus diperbaiki agar tidak mengurangi legitimasi hasil pemilihan. 

Kedua, mengatasi kontroversi atau sengketa. PSU sering kali menjadi solusi dalam 

menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat klaim penipuan, pelanggaran hukum 

atau prosedur yang tidak konsisten. Dengan PSU, diharapkan konflik dapat 

diselesaikan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dapat dipulihkan. 

Ketiga, mencerminkan kehendak pemilih,PSU memungkinkan hasil pemilihan lebih 

akurat dengan memastikan bahwa setiap suara benar-benar mencerminkan kehendak 

pemilih, proses ini memastikan bahwa suara dihitung dengan benar dan hasilnya lebih 

representatif.  Keempat,menjaga integritas sistem pemilihan, PSU berperan dalam 



27 
 

 
 

memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai aturan dengan transparansi dan 

keadilan. Dengan memperbaiki kesalahan atau kekurangan, PSU membantu menjaga 

kepercayaan terhadap sistem pemilu. Kelima, memastikan keabsahan hasil pemilihan. 

Dengan penyelenggaraan pemilu ulang, hasil pemilihan dapat memperoleh legitimasi 

dan penerimaan lebih besar dari berbagai pihak. Hal ini berdampak pada stabilitas 

politik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. 

Dengan demikian,PSU merupakan mekanisme penting dalam memastikan bahwa 

pemilu berjalan dengan adil ,transparansi dan mencerminkan kehendakrakyat.
32

 

4. Pemilu  

Pemilu, atau Pemilihan Umum, adalah proses di mana warga negara memilih 

wakil mereka untuk menduduki posisi di lembaga legislatif maupun eksekutif. 

Sebagai salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, pemilu memberikan 

kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik 

dengan memilih pemimpin dan perwakilan yang dianggap mampu mewakili 

kepentingan mereka. Tujuan utama pemilu adalah menciptakan representasi yang adil 

dan merata bagi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Melalui pemilu, warga 

negara dapat mengekspresikan preferensi politik mereka serta memastikan bahwa 

pemerintahan yang terpilih berfungsi sesuai dengan aspirasi rakyat. Dengan 

demikian, pemilu menjadi mekanisme penting dalam menjaga legitimasi 

pemerintahan dan memperkuat sistem demokrasi.
 33
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Pemilu biasanya diadakan secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 

dalam undang-undang atau konstitusi suatu negara. Prosesnya meliputi registrasi 

pemilih, kampanye politik, pemilihan umum, penghitungan suara, dan penentuan 

pemenang.Pemilu dapat berlangsung dalam berbagai tingkat, termasuk pemilihan 

umum nasional untuk memilih kepala negara atau parlemen, pemilihan umum 

regional atau lokal untuk memilih pemerintah daerah atau lembaga legislatif daerah, 

serta pemilihan lainnya seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan perwakilan di 

lembaga-lembaga internasional, atau referendum untuk menentukan keputusan 

tertentu oleh rakyat secara langsung. Berikut adalah beberapa definisi pemilu menurut 

para ahli: 

1) Joseph Schumpeter: Seorang ekonom dan ilmuwan politik Austria 

yang mendefinisikan pemilu sebagai "alat pemutusan keputusan politik" yang 

memungkinkan warga untuk memilih antara berbagai pilihan kebijakan dan 

pemimpin. 

2) Arend Lijphart: Seorang ilmuwan politik Belanda yang 

menggambarkan pemilu sebagai "suatu cara yang terstruktur secara sosial, 

yuridis, dan konstitusional untuk menentukan secara teratur komposisi 

pemerintahan dan politik dan untuk menyelesaikan persaingan kepentingan dan 

ideologi di masyarakat. 

3) Samuel P. Huntington: Seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang 

mendefinisikan pemilu sebagai "suatu sistem dalam politik demokratis di mana 

warga negara melakukan pemilihan kandidat atau kebijakan melalui hak suara 

mereka." 
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4) Juan J. Linz: Seorang ilmuwan politik Spanyol-Amerika yang 

menyatakan bahwa pemilu adalah "suatu cara yang diatur untuk mengidentifikasi 

orang-orang yang akan menempati posisi-posisi pemerintah atau politik." 

Dalam intinya, para ahli sepakat bahwa pemilu adalah proses di mana warga 

negara menggunakan hak suara mereka untuk memilih perwakilan dan menentukan 

arah kebijakan pemerintahan. Ini merupakan fondasi dari sistem politik demokratis di 

mana pemerintah dianggap bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka.
34

 

Keberadaan peraturan yang komprehensif sangat penting untuk memastikan kepastian 

hukum dalam proses pemilu. Tanpa kepastian hukum, risiko terjadinya kekacauan 

dalam sistem demokrasi menjadi lebih tinggi pemungutan suara dan penghitungan 

suara memang menjadi momen krusial dalam proses pemilu. Proses ini harus 

dilakukan dengan teliti dan adil agar hasilnya dapat dianggap sah dan dapat diterima 

oleh semua pihak terkait. 

Selain itu, penyelenggara pemilu yang profesional dan independen juga sangat 

penting untuk menjamin integritas dan kepercayaan dalam proses demokratis. Mereka 

harus bertindak netral tanpa memihak kepada pihak manapun dan menjalankan tugas 

mereka dengan integritas tinggi.KPU, sebagai lembaga penyelenggara pemilu di 

Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pemilu 

berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis. Diperlukan kerja sama dari semua pihak 

terkait untuk mencapai tujuan ini, termasuk partisipasi aktif dari pemilih dan peserta 

pemilu. Melalui penerapan kriteria-kriteria ini dan penegakan peraturan yang sesuai, 
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diharapkan proses pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat 

mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat secara adil dan demokratis.
35

 

Ada 2 poin penting cara pengelolaan pemilihan umum menjadi demokratis yang 

harus demokratis yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan umum yang memiliki 

integritas serta bersangkutan pula dengan asas-asas pemilihan umum yakni jujur, adil, 

langsung, umum, bebas dan rahasia. 

Penyelenggara pemilu yang terdiri atas KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang 

merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang ruang lingkupnya luas, yaitu di 

seluruh wilayah NKRI, tugas dan wewenangnya sangat besar dalampelaksanaan 

pemilu mulai dari tahap persiapan hingga perhitungan suara dilaksanakan secara 

mandiri oleh KPU. Kemudian  Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang 

mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan 

tugas dan wewenangnya. Terakhir  DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara 

Pemillihan Umum) adalah lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan 

mengawasi kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas 

memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran 

kodeetik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP berwenang menjatuhkan 

sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik 

penyelenggara pemilu.”sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan 

Kehormatan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 21 
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Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berupa : 

teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.
36

 

5. Kasus  

Kasus adalah kejadian atau peristiwa, bisa sangat sederhana bisa pula kompleks. 

Peristiwanya itu sendiri teergolong “unik”.Unik artinya hanya terjadi di lokasi 

tertentu, untuk menentukan keunikan sebuah kasus atau peristiwa, Stake membuat 

rambu-rambu untuk menjadi pertimbangan yang meliputi: 

a) Hakikat atau sifat kasus itu sendiri, 

b) Latar belakang terjadinya kasus, 

c) Konteks yang mengitarinya, meliputi faktor ekonomi, politik,hukum dan seni 

d) Kasus lain yang dapat menjelaskan kasus tersebut, 

e) Informan yang menguasai kasus yang diteliti.
37

 

Jadi otoritas pengawas pemilu berdasarkanPasal 103 Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 adalah untuk menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan 

dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai pemilu; memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di 

wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaaan dan 

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini; menerima, 

memeriksa, memediasi atauu mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa 

proses pemilu diwilayah kabupaten/kota, merekomendasikan kepada instansi yang 

bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap 
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netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; mengambil alih sementara tugas, 

wewenang dan kewajiban Pnawaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan 

Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai 

sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

meminta bahan keterangan yang diburhkan kepada pihak terkait dalam rangka 

pencegatan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di 

wilayah kabupaten/kota; membentuk panwaslu kecamatan dan mengangkat serta 

memberhentikan anggota panwaslu kecamatan dengan memperhatikan masukan 

Bawaslu Provinsi; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.
38

 

Sementara penanganan kasus pemungutan suara ulang pemilu 2024 yang 

dimaksudkan adalah dengan dua tahap, yang pertama pemeriksaan pendahuluan 

untuk memutuskan keterpenuhan syarat formildan materil suatu laporan serta 

mengenai waktu pelaporan dan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus 

suatu laporan atau temuan Bawaslu Provinsi. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan 

suatu laporan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka dilakukan sidang 

pemeriksaan pada tahap kedua. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat laporan 

yang tidak memenuhi salah satu syarat laporan,maka akan diputuskan laporan tidak 

diterima. Dengan demikian, pemeriksaan pendahuluan merupakan sarana untuk 

memutuskan apakah suatu laporan diterima atau tidak. Kemudian tahap kedua sidang 

pemeriksaan pokok laporan atau temuan, pada sidanng ini pimpinan Bawaslu bersifat 

aktif untuk memeriksa dan membuktikan laporan pelapor dan jawaban terlapor. Para 
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pihak diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan menjawab 

laporan serta mengajukan bukti-bukti bagi pelapor dan terlapor. Setelah melakukan 

pemeriksaan laporan dan melakukan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan 

pokok laporan, pimpinan Bawaslu akan menerbitkan dan membacakan putusan 

terhadap laporan yang diajukan. Jika vonis pimpinan Bawaslu menyatakan terjadi 

pelanggaran maka diikuti dengan sanksi administratif. 

6. Penanganan  

Penanganan merujuk pada cara atau langkah-langkah yang diambil untuk 

menghadapi, mengelola dan menyelesaikan suatu permasalahan. Istilah ini mencakup 

tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau bertanggung jawab dengan 

tujuan mengendalikan serta menyelesaikan situasi yang dihadapi. Selain itu, 

penanganan juga dapat menggambarkan proses atau metode tertentu dalam 

menjalankan suatu tugas atau aktivitas guna mencapai hasil yang diinginkan. 
39

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  penanganan memiliki beberapa 

arti yakni sebagai proses, cara, perbuatan menangani dan penggarapan.
40 Berdasarkan 

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan adalah serangkaian 

tindakan atau langkah yang diambil untuk mengatasi suatu permasalahan atau 

perkara. Istilah ini sering kali mencerminkan respons atau reaksi terhadap keadaan 

yang memerlukan perhatian khusus. Dengan kata lain, penanganan mencakup 

langkah-langkah konkret yang bertujuan untuk mengendalikan dan menyelesaikan 

suatu situasi guna mencapai hasil yang diharapkan. Proses ini menekankan pada 
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efektivitas dalam menyelesaikan masalah secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

yang ada .41 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

OTORITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN 

UMUM DALAM KASUS PEMUNGUTAN SUARA 

ULANG PEMILU 2024 DI KOTA PAREPARE 

Teori Hukum 

Pemilu  

Teori Negara 

Hukum & 

Demokrasi 

Teori Siyasah 

Syar’iyyah 

Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk 

mengawasi serta memutus sengketa pelanggaran pemilu. Pembahasan 

ini mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan bersamaa 

dengan tujuan memastikan bahwa setiap langkah penanganan kasus  

PSU di TPS 002 Kelurahan Lumpue yang disebabkan karena adanya 

pelanggaran administratif pada pemilu 2024 sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dan memenuhi syarat formil dan materil. Pada hal ini 

pelaksanaan PSU sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemukan 

adanya pelanggaran kembali. Otoritas Bawaslu dalam penanganan 

kasus pemungutan suara ulang di Kota Parepare dalam hal ini 

mencegah terjadinya pelanggaran, Bawaslu tetap berupaya untuk 

meminimalisir agar pelanggaran yang terjadi dalam pemilu tahun ini 

agar tidak terjadi di tahun yang akan datang. Upaya yang dilakukan 

Bawaslu yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan 

pihak polisi dengan tujuan agar pencegahan yang mereka lakukan akan 

lebih efektif kedepannya. Langkah untuk dilakukannya pemungutan 

suara ulang oleh berdasarkan keputusan ketua KPU Kota Parepare 

sangat relevan dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah yang 

menekankan pada keadilan ,transparansi dan efisiensi sehingga dapat 

menjadi instrumen untuk memperbaiki proses demokrasi dan 

memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai sesuai prinsip 

islam. 

 

Penyelesaian kasus 

pelanggaran pemilu 

dalam perspektif 

siyasah syar’iyyah 

Otoritas bawaslu 

dalam kasus psu 

pemilu 2024 

Prosedur penanganan 

kasus PSU dalam 

kasus pemilu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pedoman penulisan 

karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan IAIN Parepare, pada bagian ini menjelaskan 

mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, waktu 

penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, uji 

keabsahan dan teknik analisis data.
42

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam 

kategori jenis penelitian yuridis empiris.
43

 Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis data kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. 

Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yang mana dalam penelitian ini 

peneliti berfokus pada penyidikan langsung terhadap masalah yang terjadi di 

lapangan terkait subjek penelitian. Jenis penelitian ini berusaha untuk 

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah, keadaan 

atau peristiwa sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta yang ditemukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

2. Lokasi Penelitian 

                                                             
42

 Tahar Rachman, “Pedoman Penulisan Kti Umm,” Buku, 2018. 
43

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, 2011,  
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Lokasi penelitin ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Parepare, 

samping asrama brimob, jln Chalik No.23, Sumpang Minangae, Kecamatan 

Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91121 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu dua bulan lamanya sesuai 

dengan kebutuhan penelitian.  

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus mengenai Kasus PSU Pemilu 2024 Di Kota Parepare  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yng digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data 

yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh 

melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi 

dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui 

pemotretan atau rekaman video. 

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk 

tujuan tertentu. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, 

yaitu data primer dan data sekunder.  

a) Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dari sumber 

aslinya, tanpa melalui interpretasi atau analisis oleh pihak lain. Sumber data 

primer penelitian ini yaitu angggota  Bawaslu Kota Parepare.  

b) Data sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang 

diperoleh tidak berasal dari subjek penelitian. Data yang sebagai data pelengkap 

sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa media seperti 

buku-buku, internet, internet, artikel, atau jurnal yang berkaitan dan lain-lain. 

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Observasi 

Observasi adalah proses pengumpulan informasi melalui pemeriksaan atau 

pengawasan secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Penulis 

mengamati fenomena yang diteliti untuk meniadakan keraguan yang ada. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu metode komunikasi langsung antara dua pihak, dimana 

satu pihak bertanya secara lisan dan pihak responden memberikan jawaban untuk 

mendapatkan informasi atau pemahaman lebih lanjut didengarkan dan dicatat oleh 

pewawancara. Adapun yang akan diwawancarai adalah staff Bawaslu Kota 

Parepare. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan menggunakan hp yang 

berfungsi mengambil audio, gambar serta video yang menghasilkan gambaran 

penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan akan memperoleh 

data yang sah bukan berdasarkan pikiran.   
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F. Uji Keabsahan Data 

Agar data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

penelitian ilmiah perlu dilakukan ujian keabsahan data. Adapun uji keabsahan data 

yang dimaksud adalah untuk menjawab keraguanan. Keabsahan data dalam peneltian 

kualitatif terdiri dari: 

a. Uji Kredibilitas data, yaitu pengujian kepercayaan data salah satunya dengan 

trigulasi merupakan bentuk validasi silang. Trigulasi menghasilkan pemindaan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

b. Uji Transferability, menentukan seberapa jelas, rinci dan sistematis laporan 

penelitian dapat dipahami oleh pembaca yang lain. 

c. Uji Dependability, menguji keandalan peneliti kepada orang lain dinilai dari 

integritas, kejujuran, dan kepercayaan pada peneliti. 

d. Uji Confirmability, dilakukan dengan cara menganalisis apakah penelitian 

disepakati banyak orang atau tidak. Penelitian dikatakan objektif jika disepakati 

banyak orang. 

G. Teknik Analisis Data 

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dalam analisis datanya. Analisis data 

melibatkan dua tahap sebelum memulai penelitian. Artinya, penelitian difokuskan 

pada analisis data dengan menggunakan data awal atau data sekunder untuk 

mengembangkan data awal dan setelah memasuki lapangan. Kemudian pada tahap 

kedua, setelah di lapangan, data ini memperkaya data yang sudah ada sebelum terjun 

ke lapangan. 

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga tahap yaitu, reduksi data, 

model data dan penarikan/verifikasi kesimpulan; 
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1. Reduksi Data  

      Data yang diperoleh di lapangan dicatat secara cermat dan rinci. Reduksi data 

merupakan bagian dari proses analisis, yang bentuk analisisnya meliputi 

menonjolkan, mereduksi, memfokuskan, menghilangkan unsur-unsur yang tidak 

penting, dan mengorganisasikan data yang telah direduksi secara ringkas untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan pekerjaan peneliti. 

Kumpulkan data yang lebih mendalam. 

2. Model Data/Penyajian Data 

       Penyajian data merupakan informasi yang dikumpulkan untuk menarik 

kesimpulan dalam penelitian. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data 

yang dikumpulkan. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data dalam bentuk deskripsi singkat. Tujuannya untuk memberi 

gambaran sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atu 

observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan 

kesimpulan lebih akurat dan tersusun dengan rapi.  

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan 

           Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan semula. Kesimpulan yang dicapai harus diverifikasi melalui 

observasi serta tinjauan singkat catatan lapangan, untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih akurat. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari teknik 

analisis data setelah reduksi data untuk mengorganisasikan data. Peneliti yang 

kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara 

kejujuran dan kecurigaan. Makna-makna yang muncul dari data harus sekaku 

diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validalitasnya terjamin.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.HASIL PENELITIAN 

1. Prosedur Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Dalam Kasus 

Pemilu 

 Pemungutan suara ulang termasuk dalam pelanggaran administratif. 

Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran pemilu yang bersifat 

terstruktur, sistematis, masif (TSM) dimana TSM dilakukan dengan prinsip cepat, 

tidak memihak dan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur 

penanganan kasus pemungutan suara ulang (PSU) dalam pemilu melibatkan 

serangkaian tahapan yang ketat dan berjenjang. Proses ini dimulai dengan identifikasi 

dan pelaporan dugaan pelanggaran oleh peserta pemilu, pemantau, atau masyarakat 

kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Setelah menerima laporan, Bawaslu 

melakukan investigasi mendalam guna memastikan validitas dugaan pelanggaran 

yang terjadi.jika bukti mencukupi, rekomendasi PSU diajukan kepada Komisi 

Pemilihan Umum (PSU)  yang kemudian menetapkan dan mengumumkan jadwal 

PSU secara resmi.  

 Pelaksanaan PSU dilakukan dengan prosedur yang sama seperti pemungutan 

suara reguler, namun dengan pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari 

pelanggaran serupa. Setelah PSU selesai, hasil suara direkapitulasi dan menjadi 

bagian dari perhitungan suara keseluruhan di daerah terkait. Dari penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa prosedur PSU bertujuan untuk menjaga integritas pemilu, 

meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi yang perlu diperbaiki untuk 
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meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam penyelesaian pelanggaran 

administratif pemilu, terdapat dua prosedur yaitu penyelesaian pelanggaran 

administratif pemilu melalui sidang terbuka yang dilakukan oleh majelis pemeriksa, 

dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu melalui proses cepat. Kedua 

prosedur tersebut lebih lanjut diatur dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang 

penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.  

 Dalam proses penanganan pelanggaran administratif pemilu, pemeriksaan 

dilakukan terhadap pemenuhan syarat formil dan materiil, kewenangan, kedudukan 

pelapor dan terlapor dan batas waktu temuan atau laporan dilakukan melalui sidang 

ajudikasi. Dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 disebutkan bahwa majelis 

pemeriksa melakukan pemeriksaan, atas kelengkapan dan beabsahan temuan atau 

laporan dengan pelanggaran administratif pemilu dan penyelenggaraan pemilu yang 

bersifat TSM. Dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 juga disebutkan penyelesaian 

pelanggaran administratif pemilu melalui pemeriksaan cepat dapat diselesaikan di 

tempat kejadian dengan mempertimbangkan kelayakan dan keamanan. Temuan atau 

laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu dengan cara pemeriksaan cepat 

terkait dengan tahapan kampanye atau kesalahan dalam rekapitulasi hasil pemungutan 

perolehan suara peserta dilampiri dengan dua alat bukti yaitu pelaksanaan kampanye, 

tim kampanye atau peserta kampanye. Apabila berdasarkan keputusan pengawas 

pemilu dinyatakan bersalah, maka akan diserahkan kepada KPU sesuai tingkatannya 

untuk mendapatkan sanksi. 

 Jika yang disangkakan atau dilaporkan adalah penyelenggaraa pemilu yaitu 

KPU sesuai tingkatannya maka hasil pengawasan atau laporan diteruskan kepada 
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pengawas Pemilu satu tingkat diatasnya. Penyelesaian pelanggaran administratif 

pemilu dengan cara cepat dilakukan paling lama sejak temuan atau laporan diterima. 

Dalam hal ini terjadi dugaan pelanggaran administratif pemilu,pengawas pemilu 

dapat merekomendasikan kepada KPU secara berjenjang sesuai tingkatannya, untuk 

menghentikan sementara kegiatan sampai dengan dikeluarkannya keputusan 

penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.  

 Kemudian Perbawaslu PPAP dalam Pasal 12 juga telah mengatur terkait 

mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu temuan dan laporan 

pelanggaran administratif pemilu setelah penetapan hasil perolehan suara peserta 

pemilu secara nasional dengan ketentuan sebagai berikut : 

a.  Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara 

nasional terdapat hasil pengawasan pengawas pemilu yang mengandung 

dugaan pelanggaran administratif pemilu yang berpotensi mengubah hasil 

perolehan suara peserta pemilu serta terdapat permohonan perselisihan hasil 

pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada MK, Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan hasil pengawasannya 

melalui keterangan tertulis kepada MK dalam sidang perselisihan hasil pemilu. 

b. Dalam hal setelah penetapan perolehan suara peserta pemilu secara nasional 

terdapat hasil pengawasan pengawas pemilu yang berpotensi mengubah hasil 

perolehan suara peserta pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu kepada MK, 

hal pengawasan tersebut dapat dijadikan temuan oleh Bawaslu Provisi atau 

Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada pengawas pemilu satu tingkat 

diatasnya untuk diperiksa, dikaji dan diputus. 
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c.  Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara 

nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang 

disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota yang 

berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu dan terdapat 

permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu 

kepada MK dalam sidang perselisihan hasil pemilu melalui keterangan tertulis. 

d. Dalam hal setelah penetapan hasil perolehan suara peserta pemilu secara 

nasional terdapat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang 

disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota yang 

berpotensi mengubah hasil perolehan suara peserta pemilu secara nasional 

tetapi tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilu yang diajukan oleh 

peserta pemilu kepada MK, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau 

Kabupaten/Kota memeriksa, mengkaji, dan memutus terhadap laporan 

tersebut.  

2. Otoritas Bawaslu Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang 

Pemilu 2024 di Kota Parepare 

Bawaslu merupakan otoritas yang berperan penting dalam mengawasi dan 

menangani pelanggaran pemilu, termasuk kasus pemungutan suara ulang pemilu 

2024. Bawaslu telah menemukan satu masalah pada pemungutan suara, dalam 

menangani kasus tersebut Bawaslu telah melakukan beberapa tindak lanjut seperti 

memberikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu yang 

telah ditentukan peraturan perundang-undangan.  otoritas Bawaslu dalam penanganan 

kasus pemungutan suara ulang pemilu 2024 di Kota Parepare. Maka peneliti 



45 
 

 

 

melakukan wawancara dengan Bapak Fadly Aziz,S.T selaku anggota Bawaslu Kota 

Parepare, menjelaskan bahwa: 

“Bawaslu memiliki otoritas untuk mengawasi pelaksanaan pemilu dan 

mengindetifikasi pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan suara. Dalam 

konteks pemilu 2024 di Kota Parepare, jika ditemukan pelanggaran yang 

menyebabkan ketidakabsahan pemungutan suara atau hasil yang diragukan, Bawaslu 

memiliki kewenangan, Bawaslu dalam perkara PSU di Parepare merupakan hasil 

pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 002 Kelurahan Lumpue, 

Kecamatan Bacukiki Barat sehingga Bawaslu Kota Parepare bersama Bawaslu 

Provinsi Sulawesi Selatan melakukan perdampingan dalam membuatkan draf saran 

perbaikan yang ditujukan kepada Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Lumpue, 

Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare.” 

   Bawaslu memiliki kewenangan yang kuat berdasarkan Undang-Undang 

Pemilu dalam merekomendasikan dan mengawasi pelaksanaan PSU. Dalam proses 

penanganan PSU oleh Bawaslu mencakup investigasi awal, pembuktian, serta 

rekomendasi pelaksanaan PSU kepada KPU. Kendala utama dalam penanganan PSU 

yaitu kurangnya regulasi oleh penyelenggara pemilu di tingkat daerah maka solusi 

yang dapat diterapkan antara lain peningkatan pelatihan bagi petugas pemilu, 

penguatan regulasi agar lebih jelas serta optimalisasi pengawasan berbasis teknologi 

untuk meningkatkan akuntabilitas. 

 Tetapi Bawaslu juga memiliki batasan dalam kasus PSU Pemilu, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Bapak Fadly Azis,S.T bahwa : 

“Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk langsung mengeksekusi 

hukuman, melainkan hanya untuk memberikan rekomendasi kepada lembaga 

yang berwenang, seperti kepolisian atau pengadilan. Meskipun Bawaslu bisa 

merekomendasikan PSU tapi keputusan final tetap berada ditangan KPU dan 

jajarannya.”
44
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 Fadly Azis,ST., anggota Bawaslu Kota Parepare, wawancara di Kantor Bawaslu Kota Parepare 

tanggal 14 November 2024 
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Terkhusus TPS 002 Kelurahan Lumpue dilakukan pemilihan ulang karena melakukan 

pelanggaran administrasi atas rekomendasi dari Bawaslu ,keputusan ini untuk 

melakukan pemilihan ulang oleh KPU Kota Parepare dikuatkan oleh kasus 

sebelumnya atau kasus yang serupa yang terjadi di Kota Parepare pada pemilu Tahun 

2019 berdasarkan surat keputusan KPU Kota Parepare Nomor: 103/PL.01.4-

Kpt/7372/KPU-Kot/XI/2018 yang dijadikan landasan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut karena sebelumnya telah terjadi kasus di 5 TPS Dan dijadikan 

alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang . 

 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nur Islah yang mengatakan 

bahwa : 

“kami melakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Lumpue karena adanya 

rekomendasi dari Bawaslu, maka di tindak lanjuti jika tidak kami proses akan 

dikenakan pidana”
45

 

 Dalam melaksanakan PSU, Bawaslu memiliki beberapa pertimbangan dalam 

memutuskan pemungutan suara ulang pemilu seperti yang dijelaskan oleh Bapak 

Fadly Azis,ST bahwa: 

“terdapat beberapa Warga Negara Indonesia salah satunya atas nama Edi 

yang memiliki Kartu Tanda Penduduk terdaftar di DPT sesuai alamat di 

Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang telah memberikan suaranya di luar 

TPS tidak sebagaimana TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT,tidak 

terdaftar di DPTB (tidak menunjukkan formulir Model A-Surat Pindah 

Memilih) dan yang telah menggunakan hak pilih nya di TPS 002 Kelurahan 

Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat pada pemilihan umum tahun 2024 yang 

oleh KPPS didaftarkan sebagai DPK. Maka berdasarkan peristiwa diatas 

pemungutan dan perhitungan suara di TPS 002 Kelurahan Lumpue, 

Kecamatan Bacukiki Barat bersyarat secara hukum untuk dilaksanakan 
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  Ibu Nur Islah., wawancara dengan Komisioner KPU Kota Parepare, di Kantor KPU Kota 

Parepare, tanggal 25 November 2024 
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pemungutan suara ulang sebagaimana yang diatur di peraturan perundang-

undangan”  

 Berdasarkan uraian kronologi penanganan pelanggaran pemilu tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Bawaslu sudah  melaksanakan penanganan pelanggaran 

tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum. 

3. Perspektif Siyasah Idariyah Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Pemilu 

Perspektif  siyasah idariyah dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu 

mencakup  pada aspek administrasi pemerintahan yang berlandaskan prinsip 

keadilan, transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara yang menjadi 

landasan bagi pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran pemilu dengan 

hukum yang berlaku. Pertama, aspek kepatuhan terhadap regulasi dilakukan 

berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang 

bertujuan untuk menjaga integritas demokrasi, aturan ini harus dipatuhi demi keadilan 

dan kemaslahatan umat. 

Selanjutnya, transparansi dalam pelaksanaan yang dimana islam mengajarkan 

pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan. Dalam PSU transparansi diterapkan 

dengan menyediakan informasi yang jelas kepada publik, mengumumkan alasan 

dilaksanakannya PSU, serta melibatkan berbagai pihak seperti saksi, pemantau 

pemilu dan masyarakat luas. Kemudian efisiensi administrasi pemilu,dalam PSU hal 

ini dapat diwujudkan melalui kesiapan logistik, distribusi surat yang tepat waktu serta 

penggunaan teknologi untuk mempercepat proses rekapitulasi hasil pemungutan suara 

ulang.   
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Dari perspektif siyasah idariyah proses penanganan pelanggaran pemilu 

tidakhanya berfokus pada sanksi hukum tetapi juga ada pada efektivitas kebijakan 

administratif dalam mencegah pelanggaran yang berulang. Ini mencakup penguatan 

regulasi, peningkatan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemilu, serta 

optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan verifikasi kasus 

pelanggaran pemilu, selain itu prinsip maslahah menjadi aspek penting dalam 

mempertimbangkan keputusan terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang demi 

menjaga stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dalam 

praktiknya siyasah idariyah mendorong pendekatan yang lebih proaktif dan preventif 

dalam menangani pelanggaran pemilu. Hal ini dapat diwujudkan melalui edukasi 

politik kepada masyarakat, peningkatan pengawasan partisipatif serta penguatan 

koordinasi antar lembaga pemilu dan aparat penegak hukum. Dengan demikian 

pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum tetapi juga 

memastikan bahwa sistem pemilu berjalan dengan baik, transparansi dan akuntabel 

sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.  

Dalam mengintegrasikan prinsip siyasah idariyah yang menekankan keadilna, 

transparansi dan efisien dalam penanganan kasus pemungutan suara ulang maka  PSU 

dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki proses demokrasi dan memastikan 

bahwa suara rakyat benar-benar dihargai sesuai prinsip islam.  

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Prosedur Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang Dalam Kasus 

Pemilu 

 Pemungutan suara ulang termasuk dalam pelanggaran administratif, 

pelanggaran ini dibagi menjadi dua yaitu, pelanggaran administratif pemilu biasa dan 
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yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif (TSM), maka objek pelanggaran 

administratif pemilu adalah berupa perbuatan dan tindakan yang melanggar tata cara 

yang berkaitan dengan administratif pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan 

pemilu. Sedangkan subjek pelanggaran pemilu adalah peserta pemilu yang terdiri atas 

partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye dan penyelenggaraan 

pemilu. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran pemilu yang 

bersifat TSM dimana TSM dilakukan dengan prinsip cepat, tidak memihak dan 

terbuka. Selanjutnya, pengawas pemilu wajib memutuskan penyelesaian pelanggaran 

administratif pemilu paling lama 14 hari kerja sejak temuan atau laporan diregistrasi. 

Dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu, 

pengawas administratif pemilu, pengawas pemilu dapat membentuk majelis 

pemeriksa untuk menerima,memeriksa, mengkaji dan memutus temuan atau laporan 

dugaan pelanggaran.  Pembentukan majelis pemeriksa  dilakukan melalui rapat pleno 

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dewan pemeriksa paling 

sedikit  terdiri atas tiga orang yang berasal dari ketua atau anggota Bawaslu yang 

ditetapkan dengan keputusan ketua Bawaslu.
46

 

 Sebagai salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi, 

pelaksanaan pemilu merupakan perwujudan nyata.dimana Indonesia yang menganut 

The rule of law  segala tingkah laku masyarakat dan pemerintahan diatur oleh hukum. 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dan makna kedaulatan rakyat itu sendiri 
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sebagaimana berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa
47

:  

 

 

 

  

 

Temuan dan laporan pelanggaran yang diungkap oleh Bawaslu seharusnya tidak 

dianggap sebagai prestasi, melainkan sebagai pengingat dan pijakan untuk perbaikan 

di masa mendatang. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk 

menjaga keseimbangan antar penyelenggara pemilu, terutama dalam situasi yang 

rawan konflik. Dalam setiap pelaksanaan pemilu sering kali terdapat pihak-pihak 

berkepentingan yang berusaha memanfaatkan situasi, yang pada akhirnya dapat 

memicu bentuk pelanggarann. Beberapa pelanggaran bahkan terjadi akibat iming-

iming materi yang besar, yang berpotensi mengorbnkan integritas penyelenggaraan 

pemilu. Selain dapat disebabkan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU, 

pelanggaran juga bisa dapat dipicu oleh berbagai faktor lain yang memengaruhi 

jalannya proses demokrasi .
48

 

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan 

Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Pada Bab I bagian Ketentuan Umum Pasal 1 

angka 25 Perbawaslu ini menyebutkan, “temuan pelanggaran yang selanjutnya 
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 Mei, Faramadinah Rahmiz, and H M Yasin, “AL-ISHLAH : Jurnal Ilmiah Hukum Tugas Dan 

Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden Dan 

Wakil Presiden” 24,  (2021): 163–87.hal164 
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 Gergely, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Pasca Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilihan 

Secara Serentak Tahun 2024 Di Kalimantan Timur.”hal116 

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan 

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945” 
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disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau 

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,Pnawaslu 

LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang 

mengandung dugaan pelanggaran”. Selanjutnya pasal 1 angka 26 juga mengatur 

definisi dari laporan. Laporan menurut Perbawaslu ini adalah laporan temuan Warga 

Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu 

kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu 

Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan 

Penyelenggaraan Pemilu. Atas dasar itu, orang yang berhak melakukan pelaporan 

terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu menurut Perbawaslu ini terdiri dari 

warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, kemudian para pemantau pemilu, 

ataupun peserta pemilu. Pada tahap menyampaikan laporan, para pelapor 

sebagaimana yang telah disebutkan dapat didampingi oleh kuasa yang telah 

menerima surat kuasa dari pelapor. Keduanya adalah laporan dan temuan.. Pasal 17 

mengatur durasi penanganan temuan maupun laporan dugaan pelanggaran pemilu. 

Bawaslu pada setiap tahapan dalam memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak 

menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, paling lama 7 hari 

kerja setelah diterima dan diregistrasi. Apabila terhadap temuan maupun laporan 

tersebut, dibutuhkan adanya keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, maka 

terhadap keterangan tambahan dan kajiannya diberikan waktu paling lama 14 hari 

kerja setelah diterima dan diregistrasi. Selanjutnya Pasal 18 menyatakan klarifikasi 

dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi 

yang ditunjuk. Dalam proses pengkajian terhadap temuan maupun laporan dugaan 



52 
 

 

 

pelanggaran, Bawaslu di semua tingkatan dapat melakukan klarifikasi terhadap 

pelapor, terlapor, maupun pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau 

ahli untuk didengar keterangannya. Keterangan tersebut dituangkan dalamberita acara 

klarifikasi sebagaimana formulir berita acara klarifikasi.
49

 

Pelanggaran administrasi pemilu seperti pemungutan suara ulang merupakan 

bentukpelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang tidak 

termasuk dalamkategori pidana. Ketentuan dan persyaratan dalamUndang-Undang 

Pemilu mencakup berbagai aturan yang ditetapkan, baik dalam undang-undang itu 

sendiri maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang berfungsi sebagai aturan 

pelaksanaannya. Dalam proses pemeriksaan laporan pelanggaran administrasi pemilu, 

KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menggali 

informasi lebih lanjut, mencari fakta, serta menerima masukan dari berbagai fakta 

serta menerima masukan dari berbagai pihak guna memastikan kelengkapan dan 

kejelasan laporan yang diterima. Hal ini dilakukan agar proses penanganan 

pelanggaran dapat berjalan secara transparan,objektif dan sesuai dengan regulasi yang 

berlaku.
50

 

Adapun salah satu gugatan yang telah diajukan, yaitu Partai NasDem dan 

Demokrat mengajukan gugatan hasil Pileg 2024 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan 

(sulsel) ke Mahkamah Konstitusi. Kedua partai menilai terjadi kecurangan di tempat 

pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan pemungutan suara ulang, Muh 

Awal menjelaskan NasDem dan Demokrat menggungat hasil Pileg DPRD Parepare di 
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dua lokasi TPS yang berbeda. NasDem mempersoalkan hasil pileg di TPS 41 

Lapadde, sementara Demokrat mempersoalkan hasil pileg di TPS 10 Bukit Indah. 

Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Parepare Nazriel Ilham Muhtar 

menjelaskan khusus untuk Demokrat, gugatan yang masuk ke MK atas nama 

perorongan sedangan NasDem atasnama partai. Dalam hasil gugatan yang 

terlihat,pokok perkara dalam gugatan NasDem yakni selisih suara antara pemohon 

dan partai gelora yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-6 DPRD Kota 

Parepare. Pemohon atau NasDem menilai selisih perolehan suara disebabkan 

termohon tidakmelakukan PSU di TPS 41 Kelurahan Lapadde padahal TPS tersebut 

terjadi pelanggaranyang mengharuskan termohon atau KPU melakukan PSU 

berdasarkan Pasal 372 huruf d UU Nomor 7 2017 juncto PKPU 25 Tahun 2023. 

Sementara permohonan caleg DPRD dari partai Demokrat selisihsuara antara 

pemohon dan partai golkar yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-8 DPRD 

Kota Parepare, hal inidisebabkan karena KPU tidak melakukan PSU di TPS 10 

Kelurahan Bukit Indah,Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan Pasal 372 

huruf d UU Nomor 7 2017 juncto PKPU 25 Tahun 2023.
51

 

2. Otoritas Bawaslu Dalam Penanganan Kasus Pemungutan Suara Ulang 

Pemilu 2024 Di Kota Parepare 

Otoritas Bawaslu dalam menangani kasus Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2024 

merupakan implementasi dari hukum pemilu, yang menempatkan Bawaslu sebagai 

lembaga pengawas dan penegak aturan untuk memastikan pelaksanaan pemilu 

berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Dengan otoritas untuk memberikan 
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rekomendasi PSU, Bawaslu memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu 

dan melindungi hak politik warga negara. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan di 

dalam Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 mengenai Pelanggaran Administrasi dalam 

pemilihan umum. Kajian yang dilakukan oleh pengawas pemilu terhadap suatu 

laporan atau temuan akan menghasilkan tiga kemungkinan kesimpulan, yaitu 

pelanggaran, bukan pelanggaran, atau sengketa. Jika laporan atau temuan 

dikategorikan sebagai bukan pelanggaran, maka prosesnya berhenti di tahap kajian 

dan tidak akan ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pengawas pemilu. Sementara itu, jika 

suatu laporan atau temuan dikategorikan sebagai pelanggaran, maka pelanggaran 

tersebut akan dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu: 1.Pelanggaran administrasi 

pemilu, yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang 

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapannya. 

Pelanggaran ini tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu maupun pelanggaran 

kode etik penyelenggara pemilu. 2.Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, 

yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan penyelenggara pemilu yang 

bertentangan dengan kode etik yang telah ditetapkan. 3. Sengketa, yaitu laporan atau 

temuan yang tidak masuk dalam kategori pelanggaran administrasi maupun 

pelanggaran kode etik, tetapi berkaitan dengan perselisihan dalam penyelenggaraan 

pemilu. Dengan adanya kajian ini, pengawas pemilu dapat memastikan bahwa setiap 

laporan atau temuan ditangani secara tepat sesuai dengan kategori dan mekanisme 

yang berlaku.
52

 

Penanganan pelanggaran administrasi pemilu diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017  Pasal 461 menjelaskan bahwa: 

a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, 

memeriksa, mengkaji,dan memutus pelanggaran administratif pemilu. 
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b. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat 

rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administatif pemilu 

kepada pengawas pemilu secara berjenjang. 

c. Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota 

harus dilakukan secara terbuka, 

d. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan 

pelanggaran Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota 

dapat melakukan investigasi 

e. Bawaslu, Bawaslu Provinsi,Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus 

penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14(empat belas) 

hari kerja setelah temuan danlaporan diterima dan diregistrasi. 

f. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa: 

g. Perbaikan administrasi terhadap tata cara prosedur, atau mekanisme 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. Teguran tertulis; 

i. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan 

pemilu;dan 

j. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini. 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 462 menyatakan bahwa KPU,KPU 

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 hari kerja sejak tanggal putusan 
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dibacakan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 463 

menyatakan bahwa: 

1) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif ,Bawaslu 

menerima, memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu 

dalam waktu paling lama empat belas hari kerja, 

2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara 

terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan 

KPU dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya 

putusan Bawaslu, 

4) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat tiga dapat berupa sanksi 

administratif pembatalan calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 

5) Calon anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan 

pasangan calon yang dikenai sanksi adminitsratif pembatalan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung 

dalam waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak keputusan KPU 

ditetapkan, 

6) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif pemilu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama empat belas hari 

kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung, 

7) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU wajib menetapkan kembali sebagai 



57 
 

 

 

calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan 

pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 

8) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. 
53

 

Maka apabila terjadi pelanggaran yang sesuai dengan indikator tersebut, Bawaslu 

Kota Parepare akan menanganinya sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu diawali 

dari temuan terkait pelanggaran tersebut,lalu dilakukan pemeriksaan dokumen atau 

kajian terkait pelanggaran tersebut, apabila memenuhi syarat formil dan materil 

dijelaskan dalam pasal 9 ayat 3 dan 4 sebagai berikut : 

Syarat formil: 

1) Identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan; 

2) Pihak terlapor; 

3) Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama7 (tujuh) hari sejak 

diketahui terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu,dan 

4) Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran 

dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain. 

Syarat materil: 

1) Peritsiwa dan uraian kejadian; 

2) Tempat peristiwa terjadi; 

3) Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan 

4) bukti
54
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Setelah semua dua syarat sudah terpenuhi dilanjutkan ke sidang pemeriksaan dan 

putusan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 462 menjelaskan:KPU, 

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, 

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama tiga hari kerja sejak 

tanggal putusan dibacakan.
55

 

PSU yang terjadi pada TPS 002 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat 

merupakan sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara akibat dari pelaksanaan 

pemungutan suara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun 

permasalahan yang dapat menodai integritas pemilu, yaitu : 

1. Kesiapan pemilih, PSU pasti akan mengganggu kesiapan para pemilih. 

Belum lagi jika adanya PSU para pemilih malah cenderung apatis terhadap 

kegiatan PSU ini, bahkan jika PSU dilakukan pada hari kerja akan 

menimbulkan kendala teknis bagi pemilih yang memiliki keterikatan 

pekerjaan. 

2. Mereka yang ikut pemilu PSU mencoreng integritas pemilu itu sendiri, 

karena nantinya pasti pemilih akan berpulang untuk melakukan tindakan 

yang sama pada PSU. Tidak dimungkinkan juga pelaksanaan PSU tersebut 

malah menjadi kesempatan bagi kandidat untuk melakukan pendekatan 

kepada pemilih. 

3. PSU merupakan rekomendasi dari penyelenggara, PSU direkomendasikan 

dari pihak Pengawas Pemilu, dengan kata lain PSU adalah sebagian solusi 
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dari kesalahan atas tata pelaksanaan yang telah dilakukan oleh 

penyelenggara pemilu.  

4. Dampak psikologis pemilih terhadap PSU, pada proses PSU pasti akan 

melibatkan semua pihak, baik itu penyelenggara, peserta maupun pemilih. 

Keberadaan ini semakin menimbulkan perasaan cemas bagi para pemilih, 

karena merasa jika keberadaan aparat ini bisa berefek pada cara pemberian 

suara bagi pemilih.
56

 

 Sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, 

Bawaslu Kota Parepare telah memberikan saran perbaikan terkait pelanggaran 

administratif sesuai dengan apa yang ada di ketetuan Undang-Undang tersebut. 

 Rekomendasi yang dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dasar 

hukum pelaksaan PSU merujuk pada pelanggaran Pasal 349 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa:”Pemilik kartu tanda 

penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih 

tambahan serta penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 348 ayat (!) huruf c dan huruf d diberlakukan ketentuan sebagai berikut, 

a.memilih di TPS yang ada di rukun tetangga/rukun warga sesuai dengan alamat 

yang tertera di kartu tanda penduduk elektronik; b. mendaftarkan duru terlebih 

dahulu pada KPPS setempat dan; c. dilakukan satu jam sebelum pemungutan suara 

di TPS setempat selesai.” dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum pasal 6 “huruf a. pemilik 
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KTP-El yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir model 

A.3-KPU dan c.pemilik KTP-El atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan 

DPTb, namun memenuhi syarat untukdilayani penggunaan hak pilihnya pada hari 

dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir model 

A.DPK-KPU”  pasal 9 ayat (3) “dalam haldi Rukun Tangga/Rukun Warga atau 

sebutan lain pemilih yang bersangkutan tidak dibuat TPS, Pemilih yang 

bersangkutan dapat memberikan hak pilih di TPS yang berdekatan yang masih dalam 

satu wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain”, pasal 40 ayat (1) pemilih yang tidak 

terdaftar dalam DPT, dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 

dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-El dan ayat (3) pemilih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS sesuai dengan 

alamat desa/kelurahan, RW/RT atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera 

dalam KTP-El satu jam sebelum waktu Pemungutan suara di TPS berakhir”. Intinya, 

pada proses pemungutan suara telah terjadi pelanggaran administratif yang dilakukan 

oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP Elektronik untuk 

menggunakan hak pilihnya.
57

  

 Melihat rujukan dasar hukum tersebut Terlihat bahwa alasan dilakukannya 

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam kasus ini berada di luar ketentuan yang 

dipersyaratkan oleh Undang-Undang maupun Peraturan KPU. Panitia Pengawas 

Pemilu Kecamatan menafsirkan bahwa pelanggaran administratif pemilu yang 

berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam setiap tahapan pemilu 

hanya dapat diperbaiki melalui PSU. Padahal, pelanggaran administratif pemilu 
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memiliki mekanisme tersendiri untuk penyelesaiannya, yang tidak selalu berujung 

pada PSU. Keputusan untuk menggelar PSU seharusnya didasarkan pada ketentuan 

hukum yang jelas, bukan pada tafsir sepihak. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa 

setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemilu tetap mengacu pada peraturan yang 

berlaku guna menjaga legitimasi dan integritas proses demokrasi. Pelanggaran pemilu 

tersebut dapat dikaji dan diselidiki Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu 

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panitia Pengawas Kecamatan memproses 

hasil investigasi terhadap potensi kecurangan pemilu. Oleh karena itu,Panwascam 

melakukan pemeriksaan kasus tersebut dengan cara klarifikasi para pihak yang terkait 

(PTPS, KPPS dan PPS) dengan pendampingan oleh Komisioner Bawaslu Kota 

Parepare.
58

 

 Dari hasil penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa untuk menjamin 

terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta terhindar dari 

pelanggaran yang tidak di inginkan maka perlu dilakukan sosialisasi secara masif 

kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih dan tata cara 

pelaksanaan pemilu dengan melibatkan berbagai pihak, kemudian memberikan 

pelatihan dan pendidikan kepada penyelenggara pemilu agar memahami tugasnya 

terutama dalam hal pendaftaran serta memastikan data pemilih akurat dan mudah 

diakses oleh publik. Agar diharapkan hak pilih setiap warga negara dapat terjamin 

dan partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin meningkat. 

3. Perspektif siyasah idariyah dalam penanganan kasus pelanggaran pemilu 
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Kebutuhan akan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika kehidupan 

masyarakat merupakan suatu keharusan, meskipun hukum dan agama dapat berdiri 

sendiri, keduanya tetap memiliki keterkaitan dalam berbagai aspek.seiring dengan 

kemajuan peradaban, perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi, 

sistem hukum dituntut untuk mampu menjawab berbagai permasalahan hukum serta 

ketidakadilan yang terjadi. Salah satu problem utama dalam sistem hukum adalah 

ketidakadilan yang muncul akibat konsep dan produk hukum yang kurang responsif 

serta tidak mampu mengikuti perubahan sosial yang begitu cepat. Oleh karena itu, 

diperlukan sistem hukum yang adaptif dan mampu menciptakan ketertiban serta 

kemaslahatan bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hukum yang 

responsif akan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan seiring dengan 

perkembangan zaman.
59

 

Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Ma’idah ayat 8 

ِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِِۖ وَلََ يجَْرِمَنَّكُمْ شَناَٰنُ قوَْم   امِيْنَ لِِلّه عَلٰٰٓى الَََّ تعَْدِلوُْا   يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُوْنوُْا قوََّ  

َ خَبِيْر ٌۢ بمَِا تعَْمَلوُْنَ  اِعْدِلوُْا    َ  اِنَّ اللّه هُوَ اقَْرَبُ لِلتَّقْوٰىِۖ وَاتَّقوُا اللّه  

Artinya :  

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah 

(dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap 

suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) 

itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
60
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Prinsip-prinsip dasar siyasah idariyah meliputi keadilan, transparansi, kepatuhan 

terhadap hukum syariah, dan partisipasi. Prinsip keadilan menekankan perlunya 

keputusan dan kebijakan yang adil dan merata, transparansi menuntut keterbukaan 

dalam tindakan pemerintahan agar dapat dipantau publik, sedangkan kepatuhan 

terhadap hukum syariah memastikan bahwa semua kebijakan sejalan dengan hukum 

islam. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan juga penting, 

mencerminkan prinsip musyawarah dalam islam. Penelitian siyasah idariyah berfokus 

pada ketatanegaraan, termasuk kewenangan,organ, badan dan lembaga publik 

pemerintahan. Dalam praktik modern, penerapan siyasah idariyah memerlukan 

adaptasi untuk menghadapi tantangan administrasi kontemporer. Menurut Abdullah 

dalam jurnalnya, penerapan prinsip-prinsip siyasah idariyah harus 

mempertimbangkan efisiensi administrasi, manajemen sumber daya dan penerapan 

hukum syariah dalam konteks pemerintahan yang plurar, maksudnya inovasi 

teknologi dan manajemen publik menjadi bagian penting dalam mendukung prinsip 

ini,meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi. Integrasi prinsip syariah 

dalam kebijakan publik harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap 

konteks sosial dan budaya setempat.
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Sebagai kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian sebelumnya, penulis 

menyajikan kesimpulan sebagai berikut; 

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk mengawasi 

serta memutus sengketa pelanggaran pemilu. Pembahasan ini mengikuti 

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan bersamaa dengan tujuan 

memastikan bahwa setiap langkah penanganan kasus  PSU di TPS 002 

Kelurahan Lumpue yang disebabkan karena adanya pelanggaran administratif 

pada pemilu 2024 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat 

formil dan materil. Pada hal ini pelaksanaan PSU sudah berjalan dengan baik 

dan tidak ditemukan adanya pelanggaran kembali. 

2. Otoritas Bawaslu dalam penanganan kasus pemungutan suara ulang di Kota 

Parepare dalam hal ini mencegah terjadinya pelanggaran, Bawaslu tetap 

berupaya untuk meminimalisir agar pelanggaran yang terjadi dalam pemilu 

tahun ini agar tidak terjadi di tahun yang akan datang. Upaya yang dilakukan 

Bawaslu yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak 

polisi dengan tujuan agar pencegahan yang mereka lakukan akan lebih efektif 

kedepannya. 

3. Langkah untuk dilakukannya pemungutan suara ulang oleh berdasarkan 

keputusan ketua KPU Kota Parepare sangat relevan dengan prinsip-prinsip 

siyasah idariyah yang menekankan pada keadilan ,transparansi dan efisiensi 
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sehingga dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki proses demokrasi dan 

memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai sesuai prinsip islam.  

B. SARAN 

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Kepada Bawaslu Kota Parepare agar lebih meningkatkan sosialisasi terkait 

kepemiluan kepada seluruh elemen masyarakat Kota Parepare serta 

melakukan kerjasama dengan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan 

penyelenggara pemilu agar membantu Bawaslu untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran yang berakibat pada PSU dan juga sehingga kesadaran 

masyarakat terkait kepemiluan menjadi semakin baik. 

2. Untuk mengatasi pelanggaran pemilu, diperlukan proses pengawasan yang 

dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu. Pengawasan yang efektif 

akan menghasilkan temuan yang berkualitas sehingga memudahkan proses 

penanganan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Agar hasil pengawasan 

lebih optimal,pengawas pemilu harus menjalankan standar operasional 

prosedur (SOP) secara profesional. Dengan menerapkan SOP yang tepat, 

temuan yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang kuat dalam menangani 

kasus-kasus pelanggaran pemilu. Hal ini tidak hanya meningkatkan akurasi 

dalam proses penindakan, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelanggaran 

ditangani sesuai dengan prinsip keadilan dan regulasi yang berlaku. 

3. Diperlukannya peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyelenggara 

pemilu dengan memberikan pelatihan dan edukasi bagi petugas pemilu 

termasuk pengawas dan penyelenggara agar mereka memahami regulasi dan 

prosedur pemilu dengan baik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan 
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pemilu harus diperkuat agar kasus pelanggaran dapat lebih mudah terdeteksi 

dan dicegah sejak dini. 
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